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P U T U S A N

Nomor 1734/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

الرحيم الرحمن الله بسم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang  yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai

antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan TKW di Hong Kong, bertempat

tinggal di  Kabupaten Malang,  Pemegang Paspor Nomor. AT 013437, ID HK:

WX263114 (6) yang sekarang berada di: HONG KONG, dalam hal ini memilih

domisili  hukum  pada  alamat  kuasanya  ,  berdasarkan  surat  kuasa  khusus

Nomor:827/Kuasa/2/2019/PA Kab.Mlng tanggal 06 Maret 2019; yang dalam  hal

ini dikuasakan kepada:

CANDRA  HADI  KUSUMA.,  S.H.,  umur  32  tahun,  Agama  Islam,  Status  Kawin,

Pendidikan  SI,  NIK:  3507222104860002,  Pekerjaan  Advokat  dan  Konsultan

Hukum, NIA: 14.01812 berlaku s.d.:31 Desember 2021, berkantor di Jalan Raya

Mojosari  No.76  Desa  Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang,yang

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT:  laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Malang, 08 September 1989,

umur 29  tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal

di Kabupaten Malang, yang dalam hal ini dikuasakan kepada : ACH

HUSSAIRI, S.H., NIA 19.10.16.1380 berlaku sampai 31 Desember

2021,  baik  bersama-sama  maupun  sendiri-sendiri,  Advokat  dan

Konsultan Hukum pada Kantor KOMPAK LAW,Berdasarkan Surat

Kuasa  Khusus  tertanggal  18  Maret  2019  yang  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang  dengan

beralamat  di  Jalan  Raden  Prajitno  RT  12  RW  02  Desa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Kedungpedaringan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, yang

selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  06 Maret

2019 yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan Agama  Kabupaten  Malang

tanggal  06  Maret  2019  dengan  register  Nomor:  1734/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg telah

mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : 

1. Bahwa  Pada  tanggal  18  Desember  2010,  Penggugat  dengan  Tergugat

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  pencatat  Nikah  Kantor

Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur Kutipan

Akta Nikah Nomor: 544/04/IX/2010 Tanggal 18 Desember 2010;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak

bersyarat)  terhadap  Penggugat  yang  bunyinya  sebagaimana  tercantum  di  dalam

Buku Kutipan Akta Nikah tersebut; 

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di

rumah kediaman bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Malang kurang lebih

selama 6 tahun 9 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat

telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1

orang anak bernama: ANAK, umur 8 tahun;

4. Bahwa sekitar tanggal 29 Juli 2015 untuk pertamakalinya Penggugat ijin bekerja ke

Hong Kong, dan hingga sekarang belum pernah pulang;

5. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2011 atau 1 tahun setelah menikah

antara  Penggugat  dan  Tergugat  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  hingga

sekarang disebabkan antara lain: 
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a. Tergugat  tidak  dapat  memberi  nafkah  secara  layak  kepada Penggugat  karena

Tergugat malas bekerja dan apabila bekerja yang penghasilannya sebagian besar

sering dipakai untuk dirinya sendiri,  sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan

rumah tangganya;

b. Tergugat  kurang  memperhatikan  Penggugat,  yakni  ia  lebih  mementingkan

kepentingannya sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

6. Bahwa  ketika  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  terjadi  Tergugat  pernah

berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;

7. Bahwa puncak percekcokan terjadi lebih kurang pada bulan September tahun 2017

Penggugat putus  komunikasi  dengan  Tergugat  selama  1  tahun  6  bulan  hingga

sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi

hubungan lahir maupun batin;

8. Bahwa  dari  pihak  keluarga  Penggugat  sudah  pernah  mendamaikan  Penggugat

dengan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa  dengan  keadaan  tersebut  di  atas  tujuan  dari  pernikahan  tidak  tercapai,

Penggugat merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk

berumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-

satunya  jalan  terbaik  demi  kebaikan  bersama  dan  masa  depan  Penggugat  dan

Tergugat,  serta  untuk menghindari  kemadharatan yang lebih besar.  Hal  demikian

menjadi  salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : يزال   الضرر

“Kemadlaratan/  kesulitan  itu  harus  di  lenyapkan”  (As  Suyuthy,  Al  Asybah  wan

Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi SAW yang

berbunyi: ولضرار   Tidak boleh membuat kerusakan pada diri“ لضرر  sendiri  dan

pada orang lain” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini

adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang

lebih besar; 

10.Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan

perceraian  sebagaimana  tercantum  dalam  PP-9/1975  Pasal  19  [f]  jo.  Kompilasi

Hukum Islam Pasal  116 huruf [f]  yang berbunyi:  “Perceraian dapat terjadi  karena
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alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan

dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi  hidup rukun dalam rumah tangga”.

Oleh  karena  itu  sudah  sepatutnya  Ketua  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

memutus  perkara  ini  dapat  menerima  Gugatan  Penggugat  dan  mengabulkan

gugatan perceraian Penggugat;

11.Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan

perceraian  sebagaimana  tercantum  dalam  PP-9/1975  Pasal  19  [f]  jo.  Kompilasi

Hukum Islam Pasal  116 huruf [f]  yang berbunyi:  “Perceraian dapat terjadi  karena

alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan

dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi  hidup rukun dalam rumah tangga”.

Oleh  karena  itu  sudah  sepatutnya  Ketua  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

memutus  perkara  ini  dapat  menerima  Gugatan  Penggugat  dan  mengabulkan

gugatan perceraian Penggugat;

12.Bahwa Penggugat  sanggup membayar  seluruh biaya perkara yang timbul  akibat

adanya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan

Agama  Kabupaten  Malang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu  ba’in sughra Tergugat  (TERGUGAT) terhadap Penggugat

(PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

 

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  Penggugat

dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya merukunkan

secara litigasi  namun tidak berhasil  kemudian ditingkatkan pada proses perdamaian
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secara mediasi dan Penggugat serta Tergugat sepakat memilih Mediator dari praktisi

hukum (MUSLEH HERRY,S.H, M.Hum)  yang dalam laporannya tertanggal 26 Maret

2019 diterangkan bahwa upaya perdamaian para pihak telah maksimal   tetapi  tidak

berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat; 

Menimbang,  bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat,  Tergugat  menyampaikan

jawaban secara tertulis sebagaiberikut:

1. Bahwa benar tentang adanya perkawinan  Tergugat  dengan  Penggugat

pada  tanggal  18  Desember  2010  yang  dicatat  oleh  Pegawai  pencatat  Nikah

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Bantur  Kabupaten  Malang  Propinsi  Jawa

Timur, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 544/04/IX/2010, tertanggal 18

Desember 2010;

2. Bahwa benar tentang pembacaan Sighat  Taklik Talak (Talak Bersyarat)

dibacakan Tergugat dihadapan Penggugat sesaat kemudian setelah akad nikah

yang  bunyinya  sebagaimana  tercantum  didalam  Buku  Kutipan  Akta  Nikah

tersebut;

3. Bahwa benar  Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah bersama di

Kabupaten Malang, selama kurang lebih 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan, dan

selama  pernikahan  tersebut  Tergugat dengan  Penggugat hidup  rukun

sebagaimana layaknya suami istri  (ba’dadduhul)  dan telah dikaruniai  1  (satu)

orang  anak  laki-laki  bernama  ANAK,  umur  8  (delapan)  tahun  yang  saat  ini

tinggal bersama Tergugat;

4. Bahwa  benar  sekitar  tanggal  29  Juli  2015  Penggugat ijin  bekerja  ke

Hongkong dengan kontrak kerja 2 (dua) tahun, namun hingga sekarang belum

pernah pulang;

5. Bahwa  tidak  benar  pada  bulan  Desember  2011  atau  1  (satu)  tahun

setelah  menikah  antara  Tergugat  dengan  Penggugat  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran hingga sekarang, fakta yang sebenarnya adalah :

a. Tergugat tetap berupaya memenuhi kebutuhan/nafkah sehari-hari dengan

bekerja sebagai buruh tani dan kerajinan bikin perabot dapur/rumah tangga.

5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat  tetap  memperhatikan  kebutuhan  keluarga  (Penggugat  dan

anak) dengan semangat bekerja.

Bahwa dengan Surat Gugatan dalam dalil nomor 5(lima) ini bertentangan

dengan  dalil  nomor  3  (tiga)  yang  mana  Penggugat  menyatakan  antara

Tergugat dengan Penggugat hidup rukun.

6. Bahwa Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat;

7. Bahwa  pada  bulan  Oktober  2017  Tergugat  kesulitan  berkomunikasi  dengan

Penggugat  dikarenakan  Tergugat  ganti  nomor  Telepon,  sebab  musabab

awalnya  Tergugat meminta  Penggugat  untuk  pulang  ke  Indonesia  karena

kontrak kerja di Hongkong sudah berakhir masanya.

8. Bahwa  tidak  benar  keluarga  Penggugat  berusaha  mencari  solusi  untuk

mendamaikan perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat.

9. Bahwa  dengan  kondisi  rumah  tangga  antara  Tergugat dengan  Penggugat

sebenarnya  tidak  terjadi  masalah  yang  Mudlarat,  yang  mana  seharusnya

sebagai  seorang  yang  beragama  Islam  harus  mengambil  keputusan  sesuai

syariat Islam, sebagaimana baik dalam bentuk cerai yang itu berada di tangan

suami (lelaki) atau gugat cerai (khulu’) sebagai jalan keluar bagi istri  (wanita)

yang  tidak  memungkinkan  lagi  untuk  tinggal  bersama  suami  (lelaki).  Dan

semuanya harus dilakukan dengan aturan yang telah ditetapkan syariat islam. 

Karena  itulah,  sang  suami  (lelaki)  tidak  boleh  sembarangan menerima gugat

cerai  dari  istri  (wanita) termasuk pada hukum cerai  nikah siri,  karena dengan

demikian berarti dia telah melakukan tindak kezaliman kecuali apabila memang

memenuhi Syarat  Istri  Gugat Cerai  dalam Islam.  Lebih dari  itu,  para suami

(lelaki)  pun  tidak  dianjurkan  untuk  langsung  beranjak  ke  jenjang  perceraian

ketika  terjadi  masalah,  kecuali  setelah  berusaha  mempertahankan  keutuhan

keluarganya  melalu  jalur  islah  (usaha damai)  dari  perwakilan dari  dua  belah

pihak atau usaha lainnya.

Berkaitan  dengan nusyuz,  syiqaq dan hakamain ini  Allah  Swt  jelaskan  dalam

firmannya surah An-Nisa ayat 34, 35 : 

تت               ححا لل صصا حفال مم له لل حوا مم أ
ح من لم تقوا حف من حأ حما لب حو ضض مع حب حلى حع مم ته حض مع حب ته صل ال حل صض حف حما لب لء حسا نن ال حلى حع حن تمو صوا حق تل حجا نر ال

لع             لج حضا حم مل ا لفي صن ته ترو تج مه حوا صن ته تظو لع حف صن ته حز تشو تن حن تفو حخا حت لتي حوالل ته صل ال حظ لف حح حما لب لب مي حغ مل لل تت حظا لف ححا تت حتا لن حقا
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ررا            لبي حك ييا لل حع حن حكا حه صل ال صن لإ لبيل حس صن له مي حل حع تغوا مب حت حفل مم تك حن مع حط حأ من لإ حف صن ته تبو لر مض حما    ﴿۳۶﴿ حوا له لن مي حب حق حقا لش مم تت مف لخ من لإ حو

ررا                  لبي حخ رما للي حع حن حكا حه صل ال صن لإ حما ته حن مي حب ته صل ال لق نف حو تي رحا مصل لإ حدا لري تي من لإ حها لل مه أ
ح من لم رما حك حح حو له لل مه حأ من لم رما حك حح تثوا حع مب ﴿حفا

۳۵﴿

Artinya : “(34) Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah

telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan

karena mereka (laki-laki)  telah menafkahkan sebagian dari  harta  mereka.  sebab itu

Maka  wanita  yang  saleh,  ialah  yang  taat  kepada  Allah  lagi  memelihara  diri  ketika

suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang

kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di

tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha

Tinggi  lagi  Maha  besar. (35)Dan  jika  kamu  khawatirkan  ada  persengketaan  antara

keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari  keluarga laki-laki  dan seorang hakam

dari  keluarga  perempuan.  Jika  kedua  orang  hakam  itu  bermaksud  Mengadakan

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah

Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S An-Nisa: 34 - 35) 

10.Bahwa alasan dalam pembuatan gugatan perceraian,  dimana dalam gugatan

perceraian  tersebut  harus  mengetengahkan  “alasan  perceraian” dimana

alasan-alasan perceraian tersebut diatur dalam  Pasal 116 Kompilasi Hukum

Islam (KHI),  sedangkan  didalam  dali-dalil  Surat  Gugatan  Perceraian

Penggugat tidak ada unsur yang memenuhi Pasal 116 Kompilasi Hukum

Islam tersebut.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat 

sudilah kiranya Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang 

berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidak-tidaknya 

menyatakan tidak dapat diterima;
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2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tetap sah 

menurut hukum.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut dalam repliknya Penggugat

menerangkan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa segala hal yang oleh Penggugat uraikan dalam Surat Gugatan mohon

terulang  kembali  seluruhnya  dan  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan

dengan Replik ini;

2. Bahwa  Penggugat  menolak  dengan  tegas  seluruh  dalil-dalil  dalam

Jawaban Tergugat secara keseluruhan, kecuali  hal-hal yang dengan tegas

telah diakui  akan  kebenarannya, serta Penggugat masih tetap mempertahankan

dalil-dalilnya dalam surat gugatan;

3. Bahwa dalam Jawaban Tergugat pada nomor 1, 2, 3 dan 4 benar;

4. Bahwa dalam Jawaban Tergugat pada nomor 5 tidak benar, yang benar kurang

lebih sejak 1 tahun setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa  dalam  Jawaban  Tergugat  pada  nomor  5a tidak  benar,  yang  benar

Tergugat tidak dapat memberi  nafkah secara layak kepada Penggugat yakni tiap

harinya Tergugat hanya memberi uang nafkah paling banyak Rp.20.000,-(dua puluh

ribu rupiah) paling sedikit Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) bahkan sejak Penggugat

melahirkan  anaknya,  Tergugat  malas  bekerja  kalau  Penggugat  tegur  agar  kerja

keras  Tergugat  marah-marah  kepada  Penggugat,  selama  Penggugat  menikah

dengan  Tergugat  belum  pernah  Tergugat  memberikan  hasil  kerjanya  secara

langsung kepada Penggugat sehingga Penggugat yang harus berinisiatif meminta

uang belanja kepada Tergugat, yang mana Tergugat kebiasaannya menyimpan hasil

kerjanya sendiri tanpa langsung memberikannya kepada Penggugat;

6. Bahwa  dalam  Jawaban  Tergugat  pada  nomor  5b tidak  benar,  yang  benar
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Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan lebih mementingkan dirinya sendiri

bahkan Tergugat kabur dari rumah kediaman bersama membawa anaknya sampai

sekarang  tidak  pernah  kembali  lagi  kerumah  kediaman  bersama  dan  Tergugat

pernah  berkata  kepada  Penggugat  bahwa ia  sudah  tidak  peduli  sama orangtua

Tergugat padahal Penggugat peduli sama orangtua Tergugat; 

7. Bahwa dalam Jawaban Tergugat pada nomor 6 tidak benar, yang benar Tergugat

sering berkata kasar dan menyakitkan hati  Penggugat sehingga Penggugat ganti

nomor telpon agar tidak terganggu dengan kata-kata Tergugat; 

8. Bahwa  dalam  Jawaban  Tergugat  pada  nomor  7 tidak  benar,  yang  benar

Penggugat  ganti  nomor  HP  karena  Tergugat  selalu  berkata-kata  kasar  yang

menyakitka  hati  dan  bahkan  pernah  membentak-bentak  Pengggugat,  Penggugat

pulang keindonesia karena untuk tambah kontrak bekerja diluarnegri; 

9. Bahwa dalam Jawaban Tergugat pada nomor 8 tidak benar, yang benar kedua

orangtua  Penggugat  sudah  memberi  solusi  dan  mendamaikan  namun  Tergugat

tetap saja  berperilaku  kasar  tidak  mau mendengar  nasehat  dari  kedua orangtua

Penggugat  bahkan  kabur  dari  rumah  kediaman  bersama  tidak  pulang  hingga

sekarang;

10.Bahwa  Tergugat  sudah  pergi  dari  rumah  kediaman  bersama  dan  antar

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi  hal ini  menandakan

bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin

disatukan kembali sehingga gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan

perceraian  sebagaimana  tercantum  dalam  PP-9/1975  Pasal  19  [f]  jo.  Kompilasi

Hukum Islam Pasal 116 huruf [f] yang berbunyi: “Perceraian dapat terjadi karena

alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan

dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga”.

Oleh  karena  itu  sudah  sepatutnya  Ketua  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

memutus  perkara  ini  dapat  menerima  Gugatan  Penggugat  dan  mengabulkan

gugatan perceraian Penggugat;
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            Berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut diatas Penggugat memohon Kepada

Yang  Terhormat  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang  atau  Majelis

Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi

sebagai berikut :

1.   Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya kecuali yang Penggugat benarkan;

2. Menerima dan mengabulkan Replik Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menjatuhkan talak satu  ba’in sughra Tergugat  (TERGUGAT) terhadap Penggugat

(PENGGUGAT);

4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

1. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya        

Menimbang  bahwa  Tergugat  telah  mengajukan  Duplik  dipersidangan  sebagai

berikut:

1. Bahwa segala hal  yang oleh Tergugat  jelaskan dalam Surat  Jawaban mohon

terulang kembali seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan

Duplik ini;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Replik Penggugat

secara  keseluruhan,  kecuali  hal-hal  yang  dengan  tegas  telah  diakui  akan

kebenarannya, serta  penggugat masih tetap mempertahankan dalil-dalilnya dalam

surat Jawaban;

3. Bahwa dalam Replik  Penggugat  pada nomor  4  (empat)  tidak  benar,  yang  benar

adalah  mulai  pernikahan  tanggal  18  Desember  2010  sampai  dengan  bulan

September  2017  antara  Tergugat  dengan  Penggugat  hidup  rukun  tanpa  adanya

perselisihan ataupun pertengkaran;

4. Bahwa dalam Replik Penggugat pada nomor 5 (lima) tidak benar, faktanya adalah

Tergugat tetap memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, yaitu tiap harinya

Tergugat mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja mulai pagi sampai
10
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siang hari sebagai buruh tani dan sore harinya sampai malam membuat kerajinan

bikin  perabot  dapur/rumah  tangga  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  guna  untuk

memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan Penggugat dan anaknya;

5. Bahwa dalam Replik Penggugat pada nomor 6 tidak benar, faktanya Tergugat sangat

memperhatikan kebutuhan lahir dan batin Penggugat, anaknya dan juga orang tua

Penggugat,  yaitu  terbukti  pada  saat  Ibu  Penggugat  sakit  yang  merawat  juga

Tergugat,  karena  menganggap  Ibu  dan  Ayah  Penggugat  sebagai  orang  tua

kandungnya  dikarenakan  Ibu  dan  Ayah  Tergugat  sudah  meninggal  dunia.  Dan

Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dikarenakan diusir oleh

Ayah Penggugat, maka dengan sangat terpaksa Tergugat pergi meninggalkan rumah

hanya untuk mengalah, dan sekarang Tergugat numpang dirumah saudaranya yang

masih 1 (satu) pedukuhan dengan alamat Penggugat  di  Kabupaten Malang. Dan

sampai saat ini Tergugat berusaha kembali kerumah orang tua Penggugat, namun

Ayah Penggugat tetap tidak memperbolehkan Tergugat tinggal dirumahnya;

6. Bahwa dalam Replik Penggugat pada nomor 7 (tujuh) tidak benar, faktanya adalah

Tergugat selalu mengalah dalam hal perkataan yang mengarah kepada perbedaan

pandangan hidup dengan Penggugat, demi terciptanya suasana rumah tangga yang

sakinah mawaddah warahmah;

7. Bahwa  dalam  Replik  Penggugat  pada  nomor  8  (delapan)  tidak  benar,  faktanya

adalah Tergugat berusaha menghubungi/menelepon Penggugat, namun Penggugat

malah memblokir  nomor telepon dan WhatsApp Tergugat dalam waktu 1 tahun 6

bulan  ini,  dan  Penggugat  tidak  pernah  pulang  ke  Indonesia  mulai  berangkat  ke

Hongkong tanggal 29 Juli 2015 sampai sekarang;

8. Bahwa  dalam Replik  Penggugat  pada  nomor  9  (sembilan)  tidak  benar,  faktanya

adalah  Tergugat  selalu  berusaha  kembali  tinggal  dirumah orang  tua  Pengggugat
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dengan memohon maaf kepada kedua orang tua Penggugat, namun hingga saat ini

orang tua  Penggugat  sulit  diajak  bicara  dan tidak menerima Tergugat  untuk bisa

tinggal bersama mereka, padahal Tergugat sangat berharap bisa tinggal bersama

orang tua Penggugat demi memberikan rasa nyaman secara psikologis anak semata

wayangnya Tergugat dengan Penggugat;

9. Bahwa rumah tangga yang telah dibina selama 8 tahun 5 bulan ini,  masih dapat

dipertahankan karena antara Tergugat dan Penggugat masih saling mencintai dan

menyayangi,  namun karena Penggugat  tidak mau diajak berkomunikasi  sehingga

timbulnya  putusnya  komunikasi  dan  menyebabkan  Penggugat  Suudzon

(berprasangka buruk) serta cemburu kepada Tergugat;

10. Bahwa  pada  dasarnya  Gugatan  perceraian  itu  dapat  diterima  apabila  Tergugat

menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi  kembali  ke rumah kediaman

bersama  (Pasal  132  ayat  [2]  KHI)  sedangkan  pada  faktanya  Tergugat  tetap

berharap bisa kembali kerumah kediaman bersama dirumah orang tua Penggugat,

dan juga mengingat wasiat Rasulullah SAW, bahwasannya Penggugat/istri  jangan

mudah meminta cerai kepada Tergugat/suami karena masalah sepele dalam rumah

tangga.  Dalam  hal  ini  Rasulullah  SAW,  pernah  bersabda,  “Seorang  istri  yang

mudah meminta cerai suaminya hanya karena permasalahan sepele, maka dia

tidak akan mencium baunya surga” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah). 

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas, maka Tergugat tetap pada pendiriannya

mohon Majelis Hakim untuk :

1. Tidak  mengabulkan  gugatan  untuk  seluruhnya,  atau  setidak-tidaknya

menyatakan tidak dapat diterima;

2. Tidak  memutuskan  perkawinan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

dinyatakan putus karena perceraian;
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3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau menjatuhkan putusan lain dalam perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan  bukti-bukti  surat  dengan  Meterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  sesuai

dengan aslinya berupa: 

﴿ Fotokopi  Kutipan  Akta Nikah Nomor: 544/04/ IX/2010  tanggal  20 September

2010  yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur

Kabupaten  Malang   yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah

dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;

Menimbang,  bahwa  selain  alat  bukti  tersebut  di  atas,  Penggugat  juga  telah

menghadirkan saksi-saksi dimuka  persidangan dengan  memberikan  keterangan

dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: 

I. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan  wiraswasta, bertempat tinggal di

Kabupaten Malang;

Saksi menerangkan yang pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan Penggugat  dan  Tergugat  karena saudara  kandung

dengan Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah pada 18 Desember

2010 yang lalu; 

- selama berumah tangga Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat  kurang

lebih 7 tahun;

- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis dan dikaruniai keturunan 1 orang

anak; 

- Bahwa sejak bulan  Desember 2011  sampai sekarang Penggugat dan Tergugat

sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;

- Bahwa  penyebab  pertengkarannya  karena  Tergugat  tidak  dapat  memberikan

nafkah  yang  layak  pada  pennggugat  karena  Tergugat  kerjanya  hanya  tukang

servis lampu;

- bahwa Penggugat terpaksa kerja diluar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup

Penggugat beserta anaknya; 
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- Bahwa sejak  bulan September 2017 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah

pisah tempat tinggal (sekitar 1,5 tahun) dan selama itu sudah tidak ada hubungan

lahir dan batin;

- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan  Penggugat dan Tergugat, akan

tetapi tidak berhasil;; 

II. SAKSI  2,  umur  65  tahun,  agama  Islam,    pekerjaan  Tani,  bertempat  tinggal  di

Kabupaten Malang; 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga  dari

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah pada 18 Desember

2010 yang lalu; 

- selama berumah tangga Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat  kurang

lebih 7 tahun;

- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis dan dikaruniai keturunan 1 orang

anak; 

- Bahwa sejak bulan  Desember 2011  sampai sekarang Penggugat dan Tergugat

sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;

- Bahwa  penyebab  pertengkarannya  karena  Tergugat  tidak  dapat  memberikan

nafkah  yang  layak  pada  pennggugat  karena  Tergugat  kerjanya  hanya  tukang

servis lampu;

- bahwa Penggugat terpaksa kerja diluar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup

Penggugat beserta anaknya; 

- Bahwa sejak  bulan September 2017 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah

pisah tempat tinggal (sekitar 1,5 tahun) dan selama itu sudah tidak ada hubungan

lahir dan batin;

- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan  Penggugat dan Tergugat, akan

tetapi tidak berhasil;;   

             Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat

menyatakan tidak keberatan; 
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Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil  bantahannya,  Tergugat  telah

mengajukan  bukti-bukti  surat  dengan  Meterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  sesuai

dengan aslinya berupa: 

1. Fotokopi  Atas  nama Supardi  NIK:  350703809890003  yang  dikeluarkan

oleh Dispenduk Kabupaten Malang tanggal 15 Desember 2012    yang telah

bermeterai  cukup  dan  dinazegelen  serta  telah  dicocokkan  sesuai  dengan

aslinya kemudian diberi tandaT.1;

2. Fotokopi   Kutipan   Akta  Nikah  Nomor:  544/04/  IX/2010   tanggal  20

September  2010  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Bantur  Kabupaten  Malang   yang telah bermeterai  cukup dan

dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi

tanda T.2;

            Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Tergugat juga telah

menghadirkan saksi-saksi dimuka  persidangan dengan  memberikan  keterangan

dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. SAKSI  1  TERGUGAT,  umur  22  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan   wiraswasta,

bertempat tinggal di Kabupaten Malang;

Saksi menerangkan yang pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan Penggugat  dan  Tergugat  karena saudara  kandung

dengan Tergugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah pada 18 Desember

2010 yang lalu; 

- selama berumah tangga Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat  kurang

lebih 7 tahun;

- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis dan dikaruniai keturunan 1 orang

anak; 

- Bahwa sejak bulan  Desember 2011  sampai sekarang Penggugat dan Tergugat

sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;

- Bahwa  penyebab pertengkarannya karena Tergugat diusir oleh mertuanya tanpa

alasan yang jelas;
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-  bahwa  Penggugat   kerja  diluar  negeri  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup

Penggugat beserta anaknya; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal (sekitar 4 tahun) dan

selama itu sudah tidak ada hubungan  lahir dan batin;

- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan  Penggugat dan Tergugat, akan

tetapi tidak berhasil;; 

II.  SAKSI 2 TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam,    pekerjaan  Tani, bertempat

tinggal di Kabupaten Malang; 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga  dari

Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah pada 18 Desember

2010 yang lalu; 

- selama berumah tangga Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat  kurang

lebih 7 tahun;

- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis dan dikaruniai keturunan 1 orang

anak; 

- Bahwa sejak bulan  Desember 2011  sampai sekarang Penggugat dan Tergugat

sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;

- Bahwa  penyebab pertengkarannya karena Tergugat diusir sampai tiga kali oleh

mertuanya dan dituduh punya istri lagi ahirnya Tergugat pulang ke rumah orang

tua Tergugat yang hingga sekarang 3 bulan lamanya;

- bahwa Penggugat kerja diluar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat

beserta anaknya tapi setiap kali Tergugat menilpon selalu tidak diterimanya; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal (sekitar 4 tahun) dan

selama itu sudah tidak ada hubungan  lahir dan batin;

- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan  Penggugat dan Tergugat, akan

tetapi tidak berhasil;;   

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan

tetap  sebagaimana  tuntutannya  dan   tidak  akan mengajukan  sesuatu  apapun  dan

mohon putusan; 
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Menimbang,  bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  maka  ditunjuk

berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ; 

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa  Penggugat  dalam  gugatannya  mendalilkan  bahwa

Penggugat  telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat  dengan

Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk

mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009; 

Menimbang, bahwa  dalam  dalil  gugatan  Penggugat  yang  menyatakan

Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan

Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun  2009  jo.  jo.  Pasal  1  huruf  (b)  Peraturan  Pemrintah  Nomor  9  Tahun  1975,

karenanya  Pengadilan  Agama berwenang memeriksa  dan mengadili  serta  memutus

perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada

yurisdiksi  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang,  sesuai  Pasal  73  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten

Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang

keabsahan surat kuasa khusus yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dalam perkara ini dan tentang

keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini

dimaksudkan  untuk memastikan bahwa kuasa hukum tersebut  mempunyai  hak untuk

mewakili kepentingan hukum Penggugat;
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Menimbang, bahwa  Penggugat  dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus

tanggal 06 Maret 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten

Malang Register Kuasa Nomor 827/Kuasa/2/2019/PA.Kab.Mlg., tanggal 06 Maret 2019,

yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama

CANDRA HADI  KUSUMA.,  S.H,. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu

advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari

Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa  Tergugat  dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal

18 Maret 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Register Kuasa Nomor  951/Kuasa/3/2019/PA.Kab.Mlg., tanggal 18 Maret 2019,  yang

didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama

ACH,HUSSAIRI.,  S.H,. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang

masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan

Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima

kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada

dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan

sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara

dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir

dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang beperkara tersebut

dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang,  bahwa  tentang  keabsahan  suarat  kuasa  maka  yang  dijadikan

landasan  dalam  menilai  keabsahannya  adalah  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI

Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang

mengatur  tentang  unsur-unsur  yang  harus  ada  dalam  surat  kuasa  khusus  yaitu

menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut

kompetensi  relatif,  menyebut  identitas  dan  kedudukan  para  pihak;  dan  menyebut

secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur

ini  bersifat  kumulatif.  Jika  tidak  dipenuhinya  salah  satu  syarat  akan mengakibatkan

kuasa tidak sah;
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Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal

7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Halmana  dalam  ketentuan  tersebut  ditegaskan  bahwa  pembubuhan  tanda  tangan

disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau

yang  sejenis  dengan  itu,  sehingga  sebagian  tanda  tangan  ada  di  atas  kertas  dan

sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut

berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya

adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa

atau wakil  dari  Pemohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1

Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  dijelaskan  bahwa  yang

dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam

maupun  diluar  pengadilan  yang  memenuhi  persyaratan  berdasarkan  ketentuan

Undang-Undang ini;

Menimbang,  bahwa  diantara  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  untuk  bisa

berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa

sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau

berjanji  dengan  sungguh-sungguh  di  sidang  terbuka  Pengadilan  Tinggi  di  wilayah

domisili hukumnya;

Menimbang,  bahwa  setelah  Majelis  Hakim  memperhatikan  dan  mempelajari

syarat  dan  ketentuan  hukum  yang  harus  dipenuhi  dalam  peraturan  perundang-

undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas

serta dikaitkan dengan  surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara

maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang,  bahwa  terhadap  surat  kuasa  khusus  para  pihak,  maka  Majelis  Hakim

berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus

sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun

1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7
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Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985

tentang Bea Meterai;

2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi

syarat  untuk  bertindak sebagai  Advokat  karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi

sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan

bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus,

karenanya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat berhak mewakili para pihak untuk

beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara

memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap

sidang,  namun tidak  berhasil,  karenanya  ketentuan  Pasal  130  HIR jo.  Pasal

82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa  upaya  mendamaikan  Penggugat  dengan  Tergugat  juga

telah  ditempuh  melalui  mediasi  oleh  Mediator  MUSLEH  HERRY,  S.H.,M.Hum.,

(Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang), namun tetap tidak

berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 1 Tahun

2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa  gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar

pengadilan  menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  terhadap  Penggugat,

sebab se ja k  Janua ri  201 5  ke hidup an  ru mah  tan gga  Peng guga t  den gan  Te rgu ga t  sering  te rja di  perse lis ihan  dan  pe rte ngk aran  te rus  me ne ru s  da la m  ben tu k  sa lin g  diam  dan  acuh , disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah sehingga Penggugat bekerja

keluar  negeri  untuk  menupang  kehidupannya  beserta  anak  semata  wayangnya

sehingga  berakibat  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  tempat  tinggal  2  tahun

lamanya;

Men im ban g, bahwa  te rh adap  gug atan  Peng guga t te rs ebu t, Te rg uga t te la h m enya mpa ik an  ja wab an , pada  poko knya  Te rg uga t me ngak ui se luruh  a las an guga ta n P engg uga t nam un Te rg ug at te ta p meras a ke be ra ta n untuk  be rc era i deng an P engg uga t;

    Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara

Pe nggu ga t dan

Te rg uga t, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah

apakah  benar dalam  rumah  tangga  Peng guga t dan  Te rgu ga t sering  terjadi  pertengkaran  atau

perselisihan dan tidak ada harapan hidup rukun lagi atau  seba lik ny a kea daan  rum ah ta ngg a Pe nggu ga t dan  Te rgu ga t ru ku n da n da mai,  seh in gga  ru ma h tan gga  Peng guga t da n Te rg uga t harus
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dipertahankan

;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil

gu gatan  Pen ggug at dibantah oleh

Te rg uga t, maka kepada

Pe nggu ga t dan

Te rg uga t berdasarkan Pasal 163 HIR. diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalilnya masing-masing dengan beban pembuktian secara

berimbang

;

Me nimb ang , bah wa untuk  mem buk tik an  dalilny a guga ta nnya , Pe nggu ga t di pe rs idan gan  te lah  men ga ju kan  buk ti su ra t be rta nda  P,  buk ti te rse bu t te lah  dibe ri me tera i secu kupn ya dan di-na zege le n, serta  te lah  d ico cokk an sesua i den gan  asliny a, se hing ga be rdas arka n Pa sal 165 H IR .  jis . P asa l 1888  KUH Pe rd ata , Pas al 2  Ay a t (3 ) U ndan g Un dang  Nom or 13 Tah un 1985  Te n ta ng B ea M ete ra i, Pa sa l 2 Aya t (1 ) Pe ra turan  Pe me rin tah  Nomo r 24  Ta hu n 20 00 Ten tan g Pe ru bah an Ta rif Bea Mete ra i da n Be sa rn ya B atas  Peng enaa n Ha rga  Nom in al yang  Diken akan  Bea  Me te ra i, mak a M ajelis  Hak im  m enila i a la t buk ti te rs ebu t sec ara  fo rm il dap at d ite rima , se dang kan  seca ra  m ate riil aka n d ip ertimb ang kan  seba gai beriku t: 

- Bahw a bu kti P me ru pak an fo to ko pi Ku tipan  Ak ta  N ik ah ya ng dibua t o leh  Pe ja ba t yang  be rw enan g un tuk  itu , dan Te rg ug at tida k memb an ta hnya , ma ka a la t bu kti te rseb ut m emp unya i n ila i pem buk tia n sempu rna  (volled ig) dan meng ik at (binde nde ) den gan  dem ik ian  te rbu kti bahwa  Pen ggug at da n Te rg uga t te la h te rik a t pe rk aw in an ya ng sah sesua i den gan  keten tuan  Pas al 2  Ay a t (2 ) U ndan g Un dang  Nom or 1 Ta hu n 19 74 Tentang

Perkawina

n jo . Pas al 7  Ay a t (1 ) In ts ruk si P re s id en N omo r 1 Tah un  1991  Te n ta ng  Komp ilas i Huku m Is lam ;

- Bahw a bu kti T.1  da n T.2  me ru pak an fo to ko pi KT P An . Te rg uga t dan  Fo to  cop i Ku tip an  Ak ta  N ika h ya ng dibua t oleh  Pe ja ba t yang  be rw enan g un tu k itu , da n Pe nggu ga t tid ak  me mban ta hny a, maka  ala t buk ti te rse bu t mem puny ai n ila i pe mbu ktian  sem pu rn a (vo lle d ig ) dan  men gika t (b in dend e) denga n de mik ia n te rb uk ti bah wa Pengg uga t dan  Te rgu ga t te lah  te rika t pe rkaw inan  yang  sah  ses uai denga n ke te n tu an P asa l 2 Aya t (2 ) Und ang  Unda ng N omo r 1 Tah un  1974  Tentang

Perkawina

n jo . Pas al 7  Ay a t (1 ) In ts ruk si P re s id en N omo r 1 Tah un  1991  Te n ta ng  Komp ilas i Huku m Is lam ;

Me nimb ang , bah wa Pengg uga t dan  Te rgu ga t mas in g-m asing   te la h m enga ju kan  2 orang  saks i yan g ca kap  (comp eten ce) untuk  men ja d i saks i, te la h d is ump ah da n te la h memb erika n ke te ran gann ya di pe rs idan gan , seh in gga  sya ra t fo rm a l seba gaima na  dia tu r Pas al 17 0, 171, 172 HIR jo . P asa l 76 ay at (1 ) Un dang -Und ang  Nom or 7  ta hun  198 9 jo . Pas al 22  aya t (2 ) Pe ra tu ran  Pe merin ta h Nomo r 9 Ta hun  1975  jo . Pasa l 134  Ko mpilas i Hu kum  Is lam , m aka  kete ra nga n sak si te rs eb ut m empu nya i nila i pem buk tia n;

- Bahw a sa ksi I Pen ggug at m ene ra ngka n ba hwa  Peng guga t da n Te rg uga t su dah  pisah  te mp at tin gga l se la ma  2 tah un sejak  bu la n Sep te mbe r 201 7, karen a sud ah tid ak  kua t deng an sikap  Te rgu ga t yang  ta k  bisa  mem berika n na fkah  yan g lay ak. Seme nta ra  sak si II  men erang kan  bahw a Te rguga t da n Pe nggu gat sudah  su lit d iru kunk an se ka lip un kedua  ke lu arga  be rk ali-ka li me la kuk an upaya  pe rd ama ia n;

- Bahw a sa ksi I dan  2 Te rg ug at m ene ra ngka n ba hwa  akh ir-akh ir in i Peng guga t dan  Te rg uga t sud ah p is ah  ru ma h 4  ta hu n, saks i I me nge ta hu i hal itu  ka re na  sejak  Pe nggu ga t ada di hon gkon g. Te rg ug at d iu sir oleh mertua nya  seb anya k 3 kali da n Pe nggu ga t sela lu  tida k ma u be rkom nika si de ngan  Te rgu ga t seka lip un  se la lu  d ite lpon ;  

- Bahw a sa ksi- saks i  Pen ggug at m ene ra ngk an ba hwa  an ta ra P engg uga t dan  Te rgu ga t sudah  d iup ayak an perda ma ia n na mun  tid ak  be rh asil;

- Bahw a da ri ke te ra ngan  saks i Pe nggu gat saks i-saks i sa lin g be rkes esua ia n satu  sama  lain  dan  saling  me ngua tk an , ses uai denga n Pa sal 172 H IR , serta  re le van  denga n po kok  perka ra in i, se hing ga ke te ra ngan  saks i-sak si P engg uga t te rse bu t te lah  me mbuk tik an  bah wa an ta ra  Pen ggug at da n Te rg uga t te rja di perse lis iha n dan  pe rte ngk aran ;

Me nimb ang , bah wa berdas arka n bu kti-bu kti Pengg uga t, dan  ha l-hal yang  diaku i o leh  Te rg uga t a tau  se tid ak -tid ak nya  tid ak  diban tah  oleh  Te rgu ga t, ditem uka n fak ta-fak ta  huku m se baga i be rik ut:

- Ba hwa  Peng guga t da n Te rg uga t ada la h suam i is te ri sah , me nika h tan gga l 18 Dese mbe r 2010 ;

- Ba hwa  pe rk awina n Pe nggu ga t dan  Te rgu gat te lah  dika ru nia i 1 o ra ng anak ; 

- Ba hwa  an ta ra  Pe nggu ga t dan  Te rgu gat sejak  awa l Dese mbe r 201 1 se rin g  te rjad i pe rs elis ih an  dan  perten gka ra n ak iba t  dari  Te rgu ga t tid ak  me mbe rik an  nafka h ya ng se sua i deng an keing in an  Peng guga t ;

- Ba hwa  akiba t pe rs e lis ih an  dan  perten gka ran  te rse but,  punc akny a  anta ra  Pe nggu ga t dan Te rgug at sudah  tid ak  ruk un lag i ba hkan  suda h p is ah  te mp at tin gga l se la ma  2 tah un ;

- Ba hwa  kelua rga  Peng guga t da n Te rg uga t te la h be rupa ya untuk  men dama ikan  Pen ggug at da n Te rg uga t, na mun  tid ak  be rh as il;
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Me nimb ang ,  bah wa  Pengg uga t  pada  pe titu m  angk a  2  menu ntu t  aga r  Tergugat melalui pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap

Penggugat,  atas  tuntutan  Penggugat  tersebut  akan  dipertimbangkan  sebagai

berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pas al 39  aya t (1 ) dan  aya t (2 ) Undan g-Un dang  No mor 1 Ta hu n 19 74 te ntan g Pe rkaw in an , pe rc era ia n ha nya  dapa t d ila kuka n d i depan  s ida ng penga dilan , se te lah  peng adilan  yan g b ersan gku ta n berusa ha dan tid ak  berha sil m enda ma ik an kedua  be la h p ih ak, dan untuk  me la kuka n pe rc e ra ia n harus  ada  cuku p a la san  bahw a an ta ra  suam i is te ri itu  tida k aka n da pat hidup  ru ku n seb aga i sua mi is te ri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan

perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116

In ts ruk si P re side n No mo r 1 Tah un 1991  Te n ta ng Komp ila s i Huku m Is la m ;

Me nimb ang , bah wa dari ke ten tu an  pera tu ran  pe ru ndan g-und anga n d i atas , te rd apa t beb erapa  uns ur ya ng harus  dipe nuh i untuk  dap at te rja d in ya perce ra ian  ya itu :

- Peng adilan  te la h be rusa ha m enda ma ik an suam i is te ri dan  tida k be rh as il;

- Adan ya alasan  bah wa anta ra  sua mi is te ri itu  tida k ak an dapa t hidu p ruk un sebag ai su am i is te ri;

Men im ban g, bahwa  te rh adap  uns ur-un su r te rse but akan  dipe rtim ba ngka n sa tu pe r sa tu  de ngan  me mpe rh atika n fak ta -fa k ta  huku m yang  te rjad i da la m ru mah  tang ga Pengg uga t dan  Te rgu ga t, un tu k m empe roleh  sua tu ke simp ulan  apak ah kond is i rum ah  ta ngg a Pe nggu ga t dan Te rgug at te lah  mem enuh i uns ur-un su r te rjad in ya  sua tu  pe rcera ia n;

Men im ban g, bahwa  Ma je lis Hak im  ba ik  sec ara  la ngs ung  di pe rs idan gan  mau pun  mela lu i p ro ses  med ia si sesu ai de ngan  Pe ra tu ra n Ma hka mah  Agung  No mo r 01 Tah un  2016 , te la h m enda ma ik an kedua  be la h p ih ak ag ar ru kun  la g i, akan  te ta pi us aha  yang  dilak ukan  o leh  Ma je lis Hak im  da n Me dia to r te rs ebu t tida k be rhas il. De ngan  dem ikian  uns ur pe rtam a te la h te rp en uhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal

19  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang

K ompilasi

H ukum

Isla

m,  dihubungkan  dengan  alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang

K ompilasi

H ukum

Isla

m  yaitu

“Antara   suami   dan   isteri   terus-menerus   terjadi    perselisihan    dan

pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah

tangg

a ”

;

Men im ban g, bahwa  be rd asa rk an  fa k ta  huk um yang  te rjad i da la m ru mah  tan gga  Peng guga t dan  Te rgu ga t, te rb uk ti an ta ra  Pe nggu ga t dan  Te rgu gat te rjad i pe rs elis ih an dan perten gka ra n, mesk ip un  dem ik ian  kateg ori “te rus  men erus ” be lu m te rpen uh i, un tu k itu  akan  d ipe rtimb angk an sebag ai be riku t:

Men im ban g, bahwa  te la h te rn ya ta  se la ma  pers id ang an P engg uga t tid ak  men un ju kkan  itik ad  ba ik  un tu k h id up ru kun  la g i denga n Te rg uga t, ka rena  Pen ggug at be rsike ras  untuk  be rc era i deng an Te rgug at,  beg itu  pu la  den gan  Te rgu ga t suda h tida k in gin  me la nju tk an ru mah  tang ga denga n Pe nggu ga t, deng an fa kta  te rse bu t yang  me ru paka n bu kti persan gkaa n ba gi M ajelis  Hak im , diduku ng denga n fak ta hukum  bah wa perten gka ra n dan pe rse lis ihan  an ta ra Pengg uga t dan  Te rgu ga t te lah  men gak ib atka n Pe nggu ga t dan Te rgug at pisah  tem pa t tin gga l, sehing ga denga n pe nafs ira n seca ra  lua s, m aka  keteg ori “te rus  men erus ” te rja di perten gka ra n da n pe rse lis ihan  an ta ra P engg uga t dan  Te rgu ga t te lah  te rpe nuh i; 
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Men im ban g, bahwa  o leh  ka re na itu  gu gatan  Pen ggug at te lah  mem puny ai cu kup  alasa n ses ua i denga n Pa sa l 39 Aya t (2 ) Und ang  Unda ng Nomo r 1 Ta hun  1974  Tentang

Perkawina

n  ju nc tis  P asa l 19 hu ru f (f) Pe ra tu ra n Peme rin ta h No mo r 9 Tah un 1975 , Pasa l 116  hu ru f (f)  INP RES  No mor 1 Ta hu n 19 91 Ten tan g Ko mp ila si H ukum  Is la m;

Me nimb ang , bah wa berdas arka n ke te n tu an Pasa l 22 ayat (2 ) Pe ra tu ra n Peme rin ta h No mo r 9 tah un 1975 , yang  men ya ta kan  bahw a “gu gatan  pe rc era ia n ka rena  a las an te rseb ut da lam  Pasa l 19  hu ru f f, dapa t dite rim a  apab ila  te la h cukup  je las  bag i Pen gad ila n m enge nai sebab -seb ab pe rse lis ihan  dan  pe rte ngk aran  itu  dan se telah  me nden gar pihak  kelua rga  serta  o ran g-o ra ng  yang  deka t den gan  sua mi-is te ri itu ”;

Me nimb ang , bah wa menge na i sebab -seb ab te rjad in ya  perse lis iha n da n pe rte ng karan , se sua i deng an Yu ris p ru den si Ma hka mah  Agun g R I Nom or 38 K/AG /19 90 ta ngga l 5 Oktob er 1991 , di an tara  dok trin  ya ng harus  dite ra pka n da la m  perka ra pe rce ra ian  ada la h pe cahn ya rum ah  ta ng ga (b rok en marriag e ). O le h ka re na  itu ,  tid ak la h pe nting  me nitikb era tk an dan menge tahu i s iap a ya ng bersa la h ya ng meny ebab kan  tim bu ln ya  pe rs elis ih an da n pe rteng ka ra n, ak an te tap i yang  te rp en tin g ad alah  men getah ui ke adaa n se nya ta nya  yang  te rja di dalam  ru ma h tan gga  Pen ggug at da n Te rg uga t;

Me nimb ang , bah wa te lah  diden gar kete ra ngan  ke lu arga  Pen ggug at da n te rg uga t ya ng m eran gkap  seba ga i saks i, pad a po kokn ya m enya taka n bah wa  kelua rg a te lah  berup aya  men asiha ti da n me ruku nkan  Pen ggug at de ngan  Te rgu ga t, na mun  tid ak  be rh asil;  

Me nimb ang , bah wa Te rg ug at tida k mene guhk an jaw aba nnya  sek alipun  me nya ta kan  te tap  keb era ta n un tuk  berce rai denga n Pe nggu gat ;

Me nimb ang , bah wa oleh karena  itu  keten tuan  Pas al 22  aya t (2 ) Pe ra turan  Pe me rin tah  Nomo r 9  ta hun  197 5, te la h te rpen uhi;

Me nimb ang , bah wa berdas arka n u ra ian  pertim ban gan  te rse but di a ta s, da pa t disimp ulka n ba hwa  perka wina n Pe nggu ga t dan Te rgug at sudah  tid ak  ada  ha ra pan  un tu k h id up ruk un  la gi,  seh in gga  tu jua n pe rk aw in an  sebag aima na dimak sud  Pasa l 1 Undan g Un dang  No mor 1 Ta hu n 19 74 Tentang

Perkawina

n  jo . P asa l 3 INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang

KH

I ya itu untuk  men cip ta kan  ru ma h tan gga  yang  bah agia , sak in ah ma wad dah  warah mah  tida k ak an te rcap ai. Denga n de mik ia n un su r kedua  te la h te rp enu hi;

Me nimb ang , bah wa fa kta  huku m te rs ebu t te la h m eme nuh i dok trin  huku m Is la m  yang  te rka ndun g da la m :

1 . Pe ndap at fuq aha  da la m K ita b  Ghay atu l Ma ra m S is y Syaikh il Ma djy  sebag ai be riku t: 

د اذا شت دم ا ة ع غب ة ر ج زو جها ال زو ق ل ه طل قا علي ضي ال قة  طل

Ap abila  ke tid akse nang an is te ri kepa da su am i suda h me mun cak  maka  Hak im dapa t men ja tuh kan  ta lak nya .

2 . Pe ndap at  fuq aha

da la m  kitab   a l-Fiqhu l Is la miyy u wa  Ad illa tuh u, Juz VII, halam an 52 9 se baga i be rik u t:

ق طل ي ال ذ ه ال وقع ي ي قاض ق ال شقا ق لل ن طل رر لن بائ ض ل ل ال زو ل ي ه إ ب

Ta la k yang  dija tu hkan  hak im  ka rena  pe rs elis ih an adalah  ta la k ba in , ka rena  baha ya tid ak  akan  hilan g ke cua li deng an itu .

3 . K ita b Mada  Hu riy atuz  Zau ja in  Juz 1 ha la man  83 yang  berbu ny i: 

د ل وق س ختارال ظا م ا م ن ل  ن ق الط ر حي ط ة ب تض حيا ز ال ن ال جي م و د ول ع يع ف ا ين ح فيه ص ل ن ح و ن صل حي ح و صب حه ت ط رب حه ال جي زو ورة ال ن ص ح غير م ل لن  رو ا ا ه معنا رار ن ستم كم أ ى يح د عل ن أح جي زو ن ال سج وء بال م د ال ذا ب ه وه ح تأبا ة رو دال الع

A rtin ya : “Is la m  mem ilih  le mba ga ta la k ketika  rum ah ta ngga  sud ah diangg ap gonca ng se rta  sudah  tida k be rm an faa t la g i naseh at/pe rda maian  dan  hub unga n sua mi- is te ri te lah  ham pa , karen a me ne ru skan  pe rk aw in an bera rti men ghuk um  salah  sa tu  sua mi/is te ri  denga n pe nja ra  yan g be rk epa njang an in i ada lah  aniay a yan g be rten ta ng an de ngan  kea dilan ;

Me nimb ang ,  bahwa  berdas arka n  pertim ban gan  te rs ebu t,  mak a  tu n tu ta n  Pen ggug at  aga r  Tergugat melalui pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap

Penggugat, pa tu t d ik abu lk an , hal te rseb ut sesua i den gan  Pasa l 119  Ay a t 2 hu ruf (c ) INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang

K ompilas

i  H ukum
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Islam

;

Me nimb ang , bah wa berdas arka n fak ta -fa kta  dia ta s Ma je lis  berke simp ulan  bah wasa nya  te lah  te rbu kti anta ra  Pen ggug at denga n Te rg uga t te la h te rja d i perse lis iha n da n pe rte ng karan  te ru s m ene ru s da n tida k m ungk in  lag i un tu k dapa t dida maika n m aka  alasa n gug atan  Pen ggug at un tuk  me la kuka n pe rc e ra ia n te lah  cukup  be ra lasa n dan  tida k me lawa n hu kum , seb aga im ana  mak sud  pasa l 39  aya t (2 ) Undan g-Un dang   No mo r 1 tah un 1974  jo . Pa sa l (1 9 ) huru f (a )  dan (f)  P P .9  tah un  1975  jo  pa sa l 116 huru f (a ) dan (f)  KH I oleh  ka re nany a da pat dikabu lkan ; 

Me nimb ang , bah wa berdas arka n ke te n tu an pasa l 89 ay at (1 ) UU  No . 7 tah un  1989 , yan g te la h d iru bah  me nuru t UU  No . 3 tah un 2006 , mak a kep ada  Peng guga t d ib eban i un tu k m emb aya r biaya  pe rk ara  yang  timb ul da ri pe rka ra  in i; 

Me mpe rha tik an  sega la  ke te n tu an pe ra tu ta n perun dang -unda ngan  dan  huk um sya ra  yang  be rk aitan  den gan  pe rk ara in i; 

MEN GAD IL I

1 . Me ngab ulka n gug atan  Pen ggug at;

2 . Me nja tu hkan  ta la k sa tu  ba 'in  sh ugh ra a  Te rgu ga t (T ER GU GAT ) te rh adap  Pen ggug at (M AR LIATU L U LA b in ti M UHA RI);

3 . Me mbe bank an kepad a  Pe nggu ga t  mem baya r b ia ya pe rk a ra  se ju mlah  Rp  . 264 .000  ,- (Du a ra tus  ena m pu lu h e mpa t rib u  ru p ia h);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari

Se lasa  tanggal 21 Mei

20 1

9

 Maseh

i bertepatan dengan tanggal 16 Ramadlan

14

4

0

 Hijriya

h , oleh kami

D rs .H .M OH AMA D A LIR ID O ,M .HE S  sebagai Ketua Majelis,

H . S YA DIL I S YA RB IN I, S.H ., M .H .ES .dan

D rs .  AB D.  RAZA K  PA YAP O ,

ma sing -mas in g sebag ai Ha kim  Angg ota , dan  diuca pkan  o leh  Ke tu a M aje lis  dan  Hak im -H akim  Angg ota  te rse bu t dalam  pe rs idan gan  yang  diny ataka n te rb uka  un tu k u mum  pada hari itu

jug

a , den gan  diban tu o le h H . LUT FI,  S.H ., M .H ., sebag ai Pa nite ra  Pe ngga nti,  dan dihad iri o le h Ku asa  Huku m Pe nggu ga t dilua r had irn ya  Te rgu ga t.
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Hak im  An ggo ta  I, Ke tua  Maje lis ,

H. S YAD IL I SYAR BIN I, S .H ., M .H .E S. Drs .H .MO HA MAD  AL IR IDO ,M .H ES

Ha kim  Angg ota II,

Drs . ABD . RA ZAK  PAYA PO

Pa nite ra  Pe ngga nti,

H . LUT FI,  S.H ., M .H .

R in c ia n B ia ya  Perka ra :

1. B ia ya  Pend afta ra n : Rp . 30 .0 00 ,-
2. B ia ya  Prose s : Rp . 75 .0 00 ,-
3. B ia ya  Pang gilan : Rp . 14 3.000 ,-
4. B ia ya  Reda ksi : Rp . 10 .0 00 ,-
5. B ia ya  Me te ra i : Rp . 6.000 ,-
Jum la h : Rp . 26 4.000 ,-

(Du a ra tu s  enam  pu lu h em pa t rib u  ru piah )
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